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KEPUTUSAN SEKR.ETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
noMoR : Gl ?9\ lvt.os lIIKl 2o2t

TENTANG

PEMBEITTUKAN TIM PENGENDALIAIT DAN PEIYGAWASAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK

TUNGGAI{AN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERIUOTOR DAN BEA BALIK
NAIUA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVIilSI LAMPUNG TAHUIT 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok
tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor di Provinsi l,ampung, perlu dibentuk
Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian
Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan
Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021, dan
menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
I-a.mpung;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelal<sanaan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pqiak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
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Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2027;

Peraturan Gubemur Lampung Nomor 40 Tahun 2O1l
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah Jenis
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis
Pajak Kendaraan Bermotor;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tohun 2O2O
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggatart 2O2l;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2O2l
tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap
Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung
Tahts,n 2O2l;

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Nomor '.

INS/O3/M/X 11999, Nomor : 973-1228, Nomor :

SKPE / 02 /X I 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan
Bermotor dan PemungutanPajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Santunan Wajib Dana
Kecelakaan l,alu Lintas Jalan;

Memperhatikan

Menetapkan

2. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas
Kepolisian Daerah l,ampung dengan Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung dan PI. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang
l,ampung Nomor : Bl2l66lVII/2011, Nomor :

1l9l0623llfi.l8l06l2Ot6 dan Nomor: SKEP/01/2011
tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan
Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PEMBET{TUIGN TIM PENGENDALIAN DAIT PENGAWASA.II
PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN ATAU
PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUITGGAKAN DAN DENDA
PAJAI( KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BAIIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHT'N
202L.

Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok
Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021,
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.
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Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok
T\rnggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun
202t.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk
Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan
Daerah Provinsi l,ampung yang bertugas dalam hal pengurusan
administrasi, dengan susuna-n personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan
hasil pelaksanaalya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung.
Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang,
perbulan, terhitung sejak bulan April sampai dengan
September 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
A.Tim

1. Penanggungiawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

: Rp700.000,-
: Rp650.00O,-
: Rp50O.OOO,-
: Rp500.000,-

B. Sekretariat Tim
1. Ketua : Rp250.000,-
2. Anggota : Rp220.000,-

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O2l pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetu-lan
sebagaimana mestinya.

Ditet Telukbetung
e-r- 1- 2021

SEKR"ETARJS DAERAH,

INTO MA
Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1008

Tembusan:
1 . Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telulbetung;
4. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Iampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.
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SUSI'ITAIT PERSOTALIA TTM PETGEITDALIAIT DAIT PEITGAWASAII PETBERIAIT
KERIIIIGATYA]T ATAU PEMBEBASAI{ TERIIADAP POKOK TUIYGGAIIAIT DAI| DEI|DA

PA"'AT( KEITDARAAIT BERMOTOR DAIII BEA BALIK ITA.DIA XTIIIDARAAIY BERUOTOR
DI PROVIIISI LAUPIffG TAIIIIII 2021

I. Penanggungiawab Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi
l"ampung.

l.Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi
Lampung.

2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi La.mpung.

3. Kepala Sub Bagran Umum Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung.

II. Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

ARIS DAERAH,

Ir RIZAL DARMINTO MA
Pemblna Utama

NrP. 19641021 199003 1008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ $gLJ^vr.Q3/HKl2O2t
TANGGAL : dq -1' 2021
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR Kl2O2
TAN

SU$,ltAIr PERSOIIALIA S;EKRETARIAT TIDI PEII GEIITDALIAIII DAI![ PEITGAWASAIT
PEMBERIAIT I@RIIIIGAITAIY ATAU PEMBEBASA]Y TTRHADAP POKOI( flITCGAI(AJT DAIY

DEITDA PA'AX KEIYDARAAIY BERMOTOR DAIY BDA BALIK ITAMA XETDARAAIII
BERMOTOR DI PROVITSI LAilPUITG TAHUT 2021

I. Ketua Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi
ta.mpung.

1. Nursahriyati, S.Kom (Analis Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan
Pendapatan Daerah Provinsi I-ampung).

2. Ferdinsnt Yudha*ema, S.Sos.,MM (Pengelol,a Data Monitoring dan
Evaluasi Berkas Sengketa pada Sub Bidang Keberatan dan
Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi
tampung).

3. Eko Priadi, S.Kom (Analis Data dan informasi pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerai Provinsi
I"ampung).

4. Rozali, S.IP.,M.Si (Analis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan
Pendapatan Daerah Provinsi la.mpung).

II. Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RIZAL DAR}III{TO. MA
Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 10()8
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